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INTISARI

Izin lokasi merupakan persvaralan yang pet lu dipenuhi sualu perusahaan yang
akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal Maksnd peryyarafan mi adalah
untuk mengarahkan dan menger.dalikan perusaliaan-perusahaaii dlam memperoleh tanah
mengingal penggunaan tanah harus sesuai dengan Rencana I mum Tata Ruang yang
berlaku serta kemampiian fisik tanah itu sendiri !Yrm;i>-:d;than yanc :Aan ditehh
bagaimana proses pelaksanaan pembangunan perumahan yanc berdasarkan lzin lokasi
dan realisasi pembansunan vang berdasarkan izin lokasi serta koocdinast dengan pihak
yang terkait Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan pelaksanaan pembangunan di
Kecamatan Balikpapan Timur- Kota Bahkpapan Provinsi KaJimanhm Timur: khususnya
proses pelaksanaan pembangunan pemmahan yang dilaksanakan berdasarkan izin lokasi
yang diperoleh, realisasi pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan izin
lokasi, serta koordtnasi yang dilakutow oleli pihak Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
dan developer dengan pihak terkait untuk mengaiasi masalah yanc dihadapi dalam
pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan izin lokasi yang diperoleh.

Metode penelitian yang digtmakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptifResearch.

Populasi dalam penelitian ini adalah selunih pembangunan perumahan yang
dilaksanakan oleh developer dengan menggunakan fasilitas KPR dan Bank Tabungan
Negara di Kecamatan Balikpapan Timur. Sampel yang digunakan adalah seluruh
pembangunan pemmahan oleh developed yang telah diberi izin lokasi di Kecamatan
Balikpapan Timur. Analisis yang diperginiakan adalali sujvr impose peta dan analisis
peta serta tabidasi.

Hasil penelitian mi menuniukkan bahwa a) pembenan izin lokasi untuk
pembangunan perumahan di Kecaniatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur
pelaksanaannva sudali sesuai dengan Rencana Umuni Tata Ruang Wilayah Kota
Bahkpapan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pembangunan flaerah tersebutyang
proporsional terbagi ; b realisasi rencana peruntukan penggunaan tanah atas tzm lokasi
yang diberikan untuk pembangunan perumahan di Balikpapan Timur tidak sesuai dengan
ketentuan dalam UVJ No. 4Tahun 1992 dan PMDN No 1Tahun 1987. sehmgea ierjadi
perbedaan luas yang direncanakan untuk bangunan perumahan dan fasilitas sostal dan
utiliti umuni yaihi rata-rata sebesar ; c) terdapat tanab-tanah yang telah diberikan izin
lokasi vang masih belum dibangun dengan tanah seluas 119,71 Ha &m sebesar 82,27 %
dari luas tanah 145.5 Ha ; d) upaya penvelesaian vane dilakukan dari pihak developer
adalah menaadakan pendekatan dengan Bank selaku pemberi kn-dit. kerja*ama denga
developer lain vane mampu dan metakukan pei.dekatan untuk mendapalkan kemudaiian
dalam'mendapatkan' sarana pendukung. Sedangan dari pihak Kantor Pertanahan ham/a
niemonitor penggunaan dan penintukan tanali dan izin lokasi yang telah dtbenkan pads
develop?, r pengenibane.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan tanali meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal

ini membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan manusia baik

secara kuantitas dan kualitas yang berhubungan langsung maupun tidak

langsung dengan tanali.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan

pembangunan tersebut maka tidak mengherankan masyarakat menginginkan

tempat tinggal yang layak dan kehidupan lebih baik. Perumahan merupakan

bagian kebutuhan manusia yang mempunyai arti penting disamping kebutuhan

akan sandang dan pangan dalam peningkatan harkat martabat manusia secara

perorangan maupun kebersamaan dengan lingkungannya yang perlu dibina

serta dikembangkan demi kelangsungan penghidupan masyarakat. Keadaan

demikian menjadi daya tarik oleh perusahaan pengembang perumahan

{developer) untuk memenuhi. Sebagian perusahaan pengembang perumahan

(developer) kini masih melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usalia

• i _. • .._. _i. u~i -'. .^:„., i ...•....-. ....ini-. noun to loli rlihdri 17111 lokflct dan



cukup iama dikuasai. Terjadinya spekulasi tanah dikarenakan intensitas

pembangunan vans begitu cepat dan pesat dibandingkan dengan luas tanah

terbatas atan tetap menyebabkan harga tanali naik serta membumbung tinggi.

Seperti yang disampaikan oieh Kepala Dinas Perumahan Kabupaten
Tangerang-Jawa Barat, Yuyut kepada Kompas; Sebagian besar
pengembang perumahan di Kabupaten Tangerang kini masih melakukan
usaha-usaha spekulasi tanali, sebab sebagian besar tanali yang sudali
dikuasai para developer itu kini masih belum dibangun dan ditelantarkan,
meskipun sudah cukup lama dikuasai (Kompas, 2-9-1996)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukirnan, tujuan penataan perumalian adalali:

1. memenuhi kebutuhan niang sebagai salall satu kebutuhan dasar manusia

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat:

2. mewujudkan perumalian dan permukirnan yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman. serasi dan teratun

3. memben arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional;

4. menuniang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-

bidang lainnya.

Paket Oktober 1993 (Pakto 1993) diharapkan meningkatkan jumlah

Dara pengembang pembangunan perumalian di Indonesia secara umum dan

terutama di Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan pemerintah memandang

perlu inenciptakan iklim baiu di bidang perekonomian nasionaL sehingga

diadakau penyederhanaan berbagai perizinan. diantaranya adalah izin lokasi.

Untuk kegiatan ini telali dialur dengan. P^ratuian Menteri Negara



lokasi sampai proses akhir pemberian keputusan hak atas tanah hams

mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah. Pemikiran ini dilandasi

pertimbangan baliwa produk rencana tata ruang wilayah adalah sebagai

berikut:

1. arahan letak dan peruntukan penggunaan tanah;

2. sarana pengendalian perkembangan fisik dasar;

3. sebagai produk dari pemerintah daerah yang didasarkan atas penjabaran

kebijakan pembangunan yang berlaku, aspirasi masyarakat dan disesuaikan

dengan potensi fisik maupun sosial ekonomi.

Izin lokasi merupakan sarana pengendali pemanfaatan ruang sesuai

dengan apa yang telali digariskan dalam Rencana tata ruang wilayah, serta

kaidah-kaidah dalam penataan ruang Kemungkinan kesalahan alokasi

kegiatan pembangunan dalam rencana tata mang wilayah ini dapat ditepis

dengan pertimbangan pemberian izin lokasi.

Sebagaimana diketahui, izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu

dipenuhi dalam hal suatu perusaliaan akan memperoleh tanah dalam rangka

penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat

penguasaan tanali harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan

penggunaan tanah haras sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun

menetapkan judul "STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI

DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR - KOTA BALIKPAPAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR".

B. Permasalahan

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Taliun 1993 yang dimaksud dengan izin

lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh

tanah sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak. Mengacu pada pasal 3butir 5dan pasal 4butir 1izin lokasi

diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan hanya dapat

diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan. Permohonan

perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.

Penyederhanaan ketentuan dalam Paket Oktober 1993 di bidang

pertanahan khususnya izin lokasi, diharapkan membawa angm segar bagi

investor untuk memperlancar pelaksanaan penanaman modal bagi

PMA'PMDN. Salah satunya di bidang perumahan yang prosedur



Kemudahan di dalam pemberian izin lokasi tersebut menyebabkan

banyaknya developer menggunakan kesempatan dengan maksud untuk

memperoleh tanali dan keuntungan yang berarti.

Gejala lain adalah kecenderungan adanya tanah-tanah yang tidak

langsung dimanfaatkan sehingga dapat diklasifikasikan menjurus kepada

kegiatan spekulasi. Tennasuk pula perusahaan yang memperoleh izin lokasi

tetapi tidak melakukan upaya perolehan tanah atau sudah mempunyai

seitipikat tanali tetapi tidak adatindak lanjut pembangunannya.

Dalam keadaan yang demikian tentu dapat terjadi berbagai ekses,

penvimpangan atau semacamnya yang menimbulkan berbagai masalah

pertanahan. Hal yang demikian tidak jarang dijunipai para pengembang

pembangunan perumahan, {developer). Selain itu juga masih ada ditemui

developer yang telah diberikan izin lokasi dan memperoleh tanali tetapi

pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana yang diajukan

dalam pemberian izin lokasi dan kurang memperhatikan kewajibannya untuk

membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum diareainya

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat lokasi penelitian di

Kecamatan Balikpapan Timur-Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur,



2. bagaimana realisasi pembangunan perumahan yang berdasarkan izin

lokasi.

3. bagaimana koordinasi pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pembangunan perumahan yang berdasarkan izin lokasi.

D. Batasan Masalah

Berkaitan dengan keterbatasan penyusun dalam hal kemampuan

penelitian, waktu, biaya dan tenaga serta pengalaman maka perlu diadakan

pembatasan masalah yang memungkinkan penelitian lebih jelas dan berjalan

lebih intensifmengenai permasalahannya

Untuk itu dalam penelitian ini, penyusun membatasi masalah

penelitian sebagi berikut:

1. proses pelaksanaan pembangunan perumahan pada tanah yang telah diberi

izin lokasi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 (waktu penelitian),

dengan alasan agar lebih jelas hasil pelaksanaan pembangunan serta bila

ada izin lokasi yang diperpanjang.

2. realisasi pembangunan perumahan adalah pembangunan yang

dilaksanakan oleh developer dengan menggunakan fasilitas Kredit

PemilikanRumah dari BankTabunganNegara(KPR-BTN) di Kecamatan

Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan izin lokasi yang



3. koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanalian Kota Balikpapan

dan developer dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan

perumahan berdasarkan izin lokasi yang diperoleh.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan di

Kecamatan Balikpapan Timur-Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur,

khususnya :

a proses pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan

berdasarkan izin lokasi yang diperoleh;

b. realisasi pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan izin

lokasi;

c. koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

dan developer dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah yang

dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan berdasarkan izin

lokasi yang diperoleh.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

a. balian masukan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan pertanahan



dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak,

b. mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dan realisasi

pembangunan perumalian yang dilaksanakan, sehingga dapat memberikan

alternatifpemecahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan izin

lokasi yang diperoleh;

c. terciptanya koordinasi yang lebih baik dalam pemberian izin lokasi dengan

pelaksanaan pembangunan perumahan dan pelaksanaan Rencana tata

ruang wilayah juga mengakhiri kesalahan persepsi yang terjadi selama ini

mengenai isi izin lokasi sehingga tidak merugikan para pemilik tanah yang

ditunjuk dalam izin lokasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang materi skripsi ini, dapat simpulkan sebagai berikut:

1. a Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perumalian di Kecamatan

Balikpapan Timur dalam wilayah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan

Timur, peiaksanaannya sudali sesuai dengan Rencana Umum TataRuang

Wilayah Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan peningkatan

pembangunan di daerali tersebut telah proporsional terbagi.

b. Realisasi rencana peruntukan penggunaan tanali atas izin lokasi yang

diberikan untuk pembangiman perumalian di Kecamatan Balikpapan

Timur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1992 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Taliun 1987,

dengan komposisi peruntukan penggunaan tanalmya (kavling efektif)

seluas 60% dan prasarana fasilitas umum serta utilitas umum juga jalur

hijau peruntukannya 40% dari luas yang dimohon.

c. Terdapat tanah-tanah yang telali diberikan izin lokasi yang masih belum

dibangun dengan tanali seluas 119,71 Ha aiau sebesai- 82,27 % dari luas

tanah 145,5 Ha karena adanya kecenderungan tanah-tanah yang tidak



74

2. Pemiasalaiian yang dihadapi oleh para developer pengembang pembangunan

perumahan adalali terbatasnya modal kerja, menunggu permintaan konsumen

dan kurangnya sarana pendukung.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan dari pihak developer adalali

inengadakan peudekatan dengan bank selaku pemberi kiedit, bekerja sama

dengan developer lain yang mampu dan untuk mendapalkan kemudahan atau

keringanan dalam mendapalkan sarana pendukung. Sedangkan dari pihak

Kantor Pertanalian hanya memonitor penggunaan dan penmtukan tanah dari

izin lokasi yang telali diberikan pada developer pengembang.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penulis

dapal menyarankan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kegiatan pembangiman perumahan pada lokasi-lokasi

yang telah diberikan izin lokasi terus ditingkatkan, agar izin lokasi yang

diberikan benar-benar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya

2. Rencana Tata Ruang Wilayali kai'ena masih bersifat umum, maka

pelaksanaannya perlu memperhatikan kebutulian segi pemanfaatannya. dan

dapal diadakan peninjauan kembali.

3. Agar tidak terjadi perbedaan realisasi luas untuk bangunan rumali. fasilitas

sosiai dan fasilitas umum dalam perimbangan penggunaan tanali maka perlu
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